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ABSTRACT

Educating the life as one of Indonesians’ objective as included in the
Preamble of Republic of Indonesia’s 1945 Constitution is achieved by means
of education based on Pancasila as Indonesians’ character and soul. This
research aimed to find out the role of Legal Science Doctorate Program of
Universitas Sebelas Maret in developing legal science based on Pancasila as
the source of any legal sources. This study employed a juridical normative
method with statute, conceptual and analytical approaches. From the result of
research, it could be found that considering the dissertations, alumni of Legal
Science Doctorate Program of Universitas Sebelas Maret studied the law
more on theoretical and legal dogmatic layers, but less on philosophy of law.
The provision of Article 10 paragraph (7) of UNS Rector’s Regulation
Number: 585/UNS27/HK/2016 should be accomplished in the term of the
explanation of international journals equivalent to the Scopus-indexed journal
and the scientific work should be not only in journal or proceeding forms but
also in book or book series in order to be utilized more easily and directly by
Indonesian people.

Keywords: Legal Science Doctorate Program of UNS, Legal Science,
Scopus-indexed

ABSTRAK

Mencerdaskan kehidupan sebagai salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum
dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dicapai dengan pendidikan yang berdasarkan
Pancasila sebagai karakter dan jiwa bangsa Indonesia. Penelitian ini ingin
mengetahui peran PDIH UNS dalam mengembangkan ilmu hukum yang berdasarkan
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan analisis. Hasil
penelitian diketahui bahwa berdasar disertasi alumni PDIH UNS lebih banyak
mengkaji hukum pada lapisan teori dan dogmatik hukum, sedikit yang mengkaji pada
lapisan filsafat hukum. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Rektor UNS Nomor:
585/UNS27/HK/2016 perlu disempurnakan perihal penjelasan jurnal internasional
yang setara dengan terindeks Scopus dan bentuk karya tulis ilmiah tidak harus
makalah di jurnal atau prosiding tetapi ditambah buku atau book series karena akan
lebih mudah dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: PDIH UNS, llmu Hukum, Terindeks Scopus
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Pendahuluan

Pendidikan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam konstitusi Indonesia
karena diatur dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945) dan Batang Tubuhnya. Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa
Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk mencapai empat tujuan yaitu: 1)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2)
memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan social. Tujuan tersebut dicapai dengan berdasarkan kepada Pancasila, yaitu:
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia
dan  Kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat ini mengandung dua hal fundamental yaitu
tujuan dan dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan penggerak perekonomian
bangsa akar budaya bangsa, dan pandangan hidup bangsa (Krisnayuda, 2016).
Mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pendidikan, harus berdasarkan Pancasila.

Ketentuan pendidikan dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 adalah sebagai
berikut: 1) Pasal 28C ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2) Pasal 28E
ayat (1) mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya,
serta berhak kembali. 3) Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara berhak
mendapat pendidikan. 4) Pasal 31 ayat (2) mengatur bahwa setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 5) Pasal 31 ayat (3)
mengatur bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 6)
Pasal 31 ayat (4) mengatur bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya dua puluh dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari
anggaran pendidikan nasional. 7) Pasal 31 ayat (5) mengatur bahwa pemerintah
memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.

Amanat konstitusi tersebut untuk pendidikan tinggi diatur dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Undang-Undang Dikti).
Secara filosofis tujuan pendidikan tinggi di Indonesia, berdasarkan konsideran Undang-
Undang Pendidikan Tinggi, adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan
umat manusia. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional
memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
Pendidikan tinggi juga bertujuan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi
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globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual,
ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis,
berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Universitas Sebelas Maret merupakan salah satu universitas yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi program doctor. Tulisan ini akan mengkaji
kontribusi Program Doktor IImu Hukum UNS dalam memajukan IPTEK dengan
berpijak pada karakter kebangsaan, yaitu Pancasila.

Teori dan Metode Penelitian
Ilmu Pengetahuan Bidang Hukum

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dikti mendefinsikan Pendidikan Tinggi adalah
jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma,
program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program
spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pendidikan Tinggi mendefinsikan ilmu
pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan
secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh
metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pendidikan Tinggi mendefinisikan teknologi adalah
penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan
nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu
kehidupan manusia. Mendasarkan pada definisi tersebut jika dikaitkan dengan Program
Doktor IImu Hukum (PDIH) UNS, maka PDIH UNS berkewajiban mengembangkan
ilmu hukum secara sistematis mengunakan metodologi ilmiah yang dapat diterapkan
dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia berlandaskan Pancasil. Peningkatan
hidup manusia dalam hal ini, khususnya adalah manusia Indonesia dan semua manusia
di dunia pada umumnya.

Menurut J. Gijssels dan Marck van Hoecke lapisan ilmu hukum ada tiga yaitu:
filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatic hukum. Ketiga lapisan tersebut pada
akhirnya harus diarahkan pada praktik hukum (Djatmiati, 2011). Hubungan tersebut
secara konsep, eksplanasi, dan sifat atau hakekat keilmuannya dapat digambarkan
sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Hubungan Konsep, Eksplanasi, dan Sifat atau Hakekat lImu Hukum

Laﬂi?(nu:rl]mu Konsep Eksplalnasi S'fliteﬁt;ﬂ;ﬂ;tat
Filsafat Hukum Grond begrippen Reflektif Spekulatif
Teori Hukum Algemene begrippen Analitis Normatif, Empiris
Dogmatik Hukum | Technischjurdisch begrippen Teknis Normatif
Yuridis

— =

Praktik Hukum

Sumber: diolah dari Philipus M. Hadjon dan Titiek Sri Djatmiati, hal. 9-11
Konsep-konsep tersebut diartikan sebagai berikut: Grond begrippen artinya
pengertian-pengertian dasar, algemene begrippen artinya pengertian-pengertian umum,
Technischjurdisch begrippen artinya pengertian-Pengertian teknik yuridis (I Dewa Gede
Atmaja, 2014).Pendapat senada disampaikan JJ. H. Brugginkyang membagi analisis
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hukum dalam empat tataran yaitu: ilmu hukum, teori hukum dalam arti sempit, filsafat
hukum, dan teori hukum dalam arti luas (Bruggink, 2015) yang dapat digambarkan
sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2 Tataran lImu Hukum Menurut JJ. H. Bruggink

Dogmatik ‘ Sejarah ‘Perbandingan Sosiologi ‘ Psikologi

Hukum Hukum Hukum Hukum Hukum .
| K Teori Hukum
limu Hukum dalam arti
Teori Hukum dalam arti sempit luas

Filsafat Hukum

Sumber: diolah dari JJ. H. Bruggink, hal. 162
Gambaran JJ. H. Bruggink dengan ilustrasi kotak-kotak rasanya kurang dapat
mengambarkan hubungan ilmu hukum (meliputi: dogmatik hukum, sejarah hukum,
perbandingan hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum) dengan teori hukum
dalam arti sempit, filsafat hukum, serta teori hukum dalam arti luas. llmu hukum, teori
hukum dalam arti sempit, filsafat hukum, dan ilmu hukum dalam arti luas bukan hal
yang terpisah-pisah, bukan juga satu kesatuan, namun saling berhubungan. Sehingga
lebih tepat jika digambarkan sebagai suatu system yang saling berhubungan dalam

sebuah lingkaran-lingkaran besar dan kecil sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1 Hukum sebagai Suau Sistem yang Saling Berhubungan

Filsafat Hukum

Perbandingan
H

v “u
Teori Hukum Teori Hukum
dalam arti luas dalam arti sempit

Sumber: hasil penelitian

Karakter Kebangsaan Indonesia

Fungsi dan kedudukan Pancasila menurut Noor MS Bakry ada empat yaitu: 1)
jiwa bangsa sebagai dasar tindakan bangsa Indonesia, 2) kepribadian yang merupakan
inti kehidupan jiwa bangsa Indonesia, 3) pandangan hidup yang merupakan Kristalisasi
nilai-nilai bangsa Indonesai, dan 4) pedoman hidup untuk mencapai tujuan hidup yang
cita-citakan (Bakry, 1994). Menurut Kaelan, Pancasila mempunyai dua kedudukan dan
fungsi pokok vyaitu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia. Fungsi lainnya adalah sebagai filsafat bangsa dan negara, sebagai dasar
filsafat negara, sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa, dan sebagai jatidiri bangsa
Indonesia (Kaelan, 2015). Pendidikan tinggi merupakan salah satu wujud mencerdaskan
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kehidupan bangsa. PDIH UNS harus ikut memajukan ilmu pengetahuan hukum yang
berlandaskan karakter bangsa yaitu Pancasila.

Pancasila haruslah benar-benar digunakan sebagai sumber dari segala sumber
hukum atau sumber hukum utama, kesepakatan pertama, system hukum positif
Indonesia. Hukum harus dikembangkan sesuai dengan filosofis, yuridis, dan sosiologis
nasional sebagai satu paket. llmu hukum barat harus disesuaikan dengan jiwa bangsa
(volksgeist) Indonesia karena ukuran perilaku yang baik adalah values dan virtues yang
paling sesuai dengan nilai-nilai bangsa (Prasetyo, 2015).

Menurut Ulrich Beck, globalisasi mengancam keberlangsungan dan eksistensi
negara kebangsaan, jika tidak diperhatikan secara serius negara kebangsaan akan
runtuh. Untuk itu harus ada upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigm dalam
berbagai kajian ilmiah termasuk hukum. Pancasila setingkat dengan pemikiran besar
seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, pregmatisme, dan sekulerisme. Namun,
Pancasila tidak bersifat tunggal, pasti dan mutlak tetapi merupakan nilai-nilai yang
memiliki pruralitas sangat tinggi. Hukum bukan hanya legitimasi yuridis yang
berkarakter formal. Pengembangan ilmu hukum perlu dekonstruksi hukum non sistemik
(Susanto, 2010). Hukum tidak terbatas dalam teks undang-undang, namun juga hukum
yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia sangat beragam, nilai-nilai yang dianut juga beragam,
sehingga hukumnya juga beragam. Selain itu perkembangan tehnologi informasi dan
globalisasi menambah keragaman. Agar hukum Indonesia sesuai dengan jiwa bangsa
dan mampu mengadopsi perkembangan zaman, penjabaran Pancasila dalam hukum
Indonesia akan tercipta hukum yang: 1) dapat mengikuti perkembangan dinamika
masyarakat, 2) dapat berlaku efektif di dalam masyarakat, 3) harmonis antar hukum,
dan 4) tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara Indonesia (Prasetyo, 2014).

Pancasila secara formal tercantum dalam alinea empat Pembukaan UUD NRI
1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuhnya. UUD NRI 1945
kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan undang-undang beserta peraturan
pelaksanaannya. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori tentang heirarki norma
hukum yang dikenal dengan stufen theorie bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang,
suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber pada norma yang lebih tinggi,
demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut
dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm). Hans Nawiasky
mengembangkan stufen theorie bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang,
norma hukum juga berkelompok yang terdiri dari: staats fundamental norm atau norma
fundamental, staat sgrund gezets atau aturan dasar/pokok negara, formell gesetz atau
undang-undang formal, verordnung & autonome satzung atau aturan pelaksana &
aturan otonom (Indrati, 2007).

Dalam konteks Indonesia menurut Jimly Asshiddigie peraturan tertinggi di
bawah UUD NRI 1945 selalu berbentuk undang-undang, wet, gessetz, law, atau
legislative acts yang disebut dengan nama-nama lainnya, dan sesuai dengan UUD NRI
1945, yang berwenang membentuk undang-undang adalah DPR atas persetujuan
bersama dengan Presiden. Undang-undang lazimnya hanya mengatur norma-norma
hukum yang sifatnya umum sehingga untuk pelaksanannya masih harus dijabarkan
dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-
undangan. Dalam hal ini undang-undang disebut sebagai primary legislation, statute,
the parent act, atau legislative act, sedangkan peraturan pelaksananya disebut
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subordinate legislation, secondary legislation, delegated legislation, atau statutory
instrument (Asshiddigie, 2010).

Stufen theory mengajarkan bahwa hukum itu bertingkat-tingkat dari grundnorm
sampai dengan ketentuan pelaksana. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, atau ketentuan yang lebih tinggi
mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau dikenal dengan asas lex superior
derogate legi genereli(Marbun, 2009). Asas tersebut sama dengan ketentuan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan yang mengatur sebagai berikut: Pertama, Pasal 2 mengatur bahwa Pancasila
merupakan sumber segala sumber hukum negara. Kedua, 1) Pasal 7 ayat (1) mengatur
jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a) UUD NRI 1945, b)
TAP MPR, ¢) UU/PERPPU, d) Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, e) Peraturan
daerah provinsi, dan g) Peraturan daerah kabupaten/kota; 2) Pasal 7 ayat (2) mengatur
bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud ayat (1). Stufen theorie jika diterapkan dalam heirarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia dapat digambarkan sebagaimana Gambar 2.

Gambar 2Stufem Theory dan Heirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Hans Kelsen Hans Nawiasky Indonesia

‘ Grundnorm

norm

Staats
‘undamentalnorm

/ \ BT UUD NKRI1945
/ \ Ketetapan MPR RI
formell
norm gesetz UU/Perppu

\ Peraturan Pemerintah

Pancasila

Staats
rundgezets

norm

verordnung
norm & autonome Peraturan Presiden
satzung

/ norm \ \ \Peraturan Daerah

Sumber: diolah dari Maria Farida Indrati, hal. 41
Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa
hukum sebagai norma mempunyai heirarki, hukum sebagai ilmu mempunyai lapisan-
lapisan, dan pengembangan ilmu hukum harus sistematis menggunakan metodologi
ilmiah, dapat diterapkan dan bermanfaat, serta berdasarkan Pancasila. Penjelasan

tersebut dapat digambarkan sebagaimana Gambar 3.
Gambar 3 Hierarki Hukum, Lapisan llmu Hukum, dan Tujuan Hukum
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Sumber: Hasil penelitian

PDIH UNS merupakan salah satu program studi yang mempunyai kewajiban
mengembangkan ilmu hukum secara sistematis menggunakan metode ilmiah yang dapat
diterapkan dan bermanfaat bagi manusia, pengembangan ilmu hukum tersebut harus
berdasarkan Pancasila. Wujud pengembangan ilmu hukum tersebut adalah karya tulis
berupa disertasi dan makalah. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana
pengembangan ilmu hukum oleh lulusan PDIH UNS berdasarkan disertasinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis
normative atau penelitian hukum. Hukum lazimnya diartikan sebagai kaidah atau norma
yaitu merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap
pantas. Hukum merupakan disiplin preskriptif karena merupakan sistem ajaran tentang
kenyataan yang sepantasnya (Soekanto, 2015). Karya akademis output dari suatu
penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran (Marzuki,
2012). llmu hukum berbeda dengan ilmu sosial lainnya karena ilmu hukum mempunyai
karakter yang khas yang direfleksikan dalam sifat normative (lbrahim, 2012). Penelitian
hukum mempunyai beberapa pendekatan atau cara pandang peneliti dalam memilih
spektrum bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya
ilmiah (Diantha, 2016). Ada lima pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan
perbandingan, dan pendekatan konsep (Marzuki, 2012) (Diantha, 2016). Pendapat lain,
ada tujuh pendekatan dalam penelitian hukum normatif, selain lima yang sudah
disebutkan ditambah dua yaitu pendekatan filsafatdan pendekatan analitis (lbrahim,
2012). Masing-masing pendekatan dapat digunakan sendiri-sendiri atau digabung dalam
suatu kajian akademis. Namun, dalam kajian akademis yuridis normatif pasti
menggunkan pendekatan perundang-undangan karena kajian akademis yuridis normatif
dilakukan terhadap norma hukum yang ada (Ibrahim, 2012). Jika kajian akademis hanya
mempunyai satu variabel atau mempunyai lebih dari satu variabel tetapi tidak
bersinggungan maka bersifat deskriptif. Apabila lebih dari satu variabel dan saling
bersinggungan maka bersifat analitis (Ali, 2011).

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yaitu: Pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data yang
dianalisis adalah data sekunder berupa bahan hukum sebagai obyek penelitian yaitu: 1)
bahan hukum primer yang berupa UUD NRI 1945, undang-undang beserta aturan
pelaksanannya; 2) bahan hukum sekunder berupa buku, ringkasan disertasi PDIH UNS,
dan makalah; dan 3) bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Teknik pengumpulan
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